Nomor 45

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Tahun 2012 Seri E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TUBAN,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Per-
aturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, ditetap-
kan bahwa semua perusahaan di bidang jasa
konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;
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b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor
22 Tahun 2001 tentang Usaha Jasa Konstruksi
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika
perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-
maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang izin Usaha Jasa Kon-
struksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe-
layanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kon-
struksi sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4278);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagai-
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kon-
struksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/
PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/
PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pem-
berian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3
Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan daerah Kabupaten Tuban Nomor
15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);
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17.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten
Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
dan
BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA

KONSTRUKSI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan ber-
wenang melaksanakan pelayanan dalam urusan usaha jasa konstruksi
dan/atau penerbitan perijinan dilingkungan Pemerintah Daerah ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

6. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai
pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layan-
an jasa konstruksi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pe-

kerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi
dan layanan jasa Konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa peren-
canaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Jasa Kon-
struksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan
konstruksi.

Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK
adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan
usahanya bergerak dibidang jasa konstruksi.

Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan
belum punya pengalaman.

Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan
usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah
izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian
kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan
tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk me-
wujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pe-
rencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pe-
laksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan-
nya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk
bangunan atau bentuk fisik lainnya.

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang peng-
awasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan
pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai
selesai dan diserahterimakan.

18.Sertifikat adalah :
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